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ABSTRACT

The successful implementation of PPP in Indonesia will depend on regulatory
strengthening, effective risk management, and careful consideration of ethical aspects.
Sustainable capacity building and coordination between stakeholders are key in maximizing the
potential of PPPs to meet Indonesia’s infrastructure needs This study uses a qualitative method
with a case study approach to analyze Public-Private Partnerships (PPPs) in Sustainable
Infrastructure Development in Indonesia. The qualitative research method was chosen because
it allows the exploration of complex social phenomena. Data is collected through document
studies with the aim of analyzing journals and reports of research results and related documents.
PPP optimization strategies for sustainable development require a comprehensive approach that
includes several key aspects. One of the key strategies is the integration of sustainable
development principles into the PPP framework, which includes good governance, stakeholder
participation, and adherence to ethical standards 1. Integration of sustainability principles in all
stages of the project, with a focus on good governance 2. KPI-based performance measurement
to ensure the sustainability of the project lifecycle 3. Innovative approaches such as system
dynamics models to manage sustainability challenges. 4. Balanced distribution of investment
between the public and private sectors to drive sustainability performance.
Keywords: cooperation, distribution, sustainability

ABSTRAK

Keberhasilan implementasi PPP di Indonesia akan bergantung pada penguatan
regulasi, manajemen risiko yang efektif, dan pertimbangan aspek etis yang cermat.
Pengembangan kapasitas berkelanjutan dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi
kunci dalam memaksimalkan potensi PPP untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur
Indonesia Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
untuk menganalisis Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur
Berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan
eksplorasi fenomena sosial yang kompleks. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan
tujuan untuk menganalisis jurnal-jurnal serta laporan-laporan hasil penelitian dan dokumen
terkait. Strategi optimalisasi PPP untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan
pendekatan komprehensif yang mencakup beberapa aspek kunci. Salah satu strategi utama
adalah integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka PPP, yang mencakup
tata kelola yang baik, partisipasi pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap standar
etika 1. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh tahapan proyek, dengan fokus pada tata
kelola yang baik 2. Pengukuran kinerja berbasis KPI untuk memastikan keberlanjutan siklus
hidup proyek 3. Pendekatan inovatif seperti model dinamika sistem untuk mengelola
tantangan keberlanjutan. 4. Distribusi investasi yang seimbang antara sektor publik dan
swasta untuk mendorong kinerja keberlanjutan.
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PENDAHULUAN

Public Private Partnership (PPP) merupakan model kerja sama strategis
antara sektor publik dan swasta yang dirancang untuk mengoptimalkan penyediaan
layanan dan infrastruktur publik. Berdasarkan berbagai penelitian, konsep PPP
mencakup beberapa dimensi penting yang saling terkait.

Kerangka kolaboratif menjadi fondasi utama dalam implementasi PPP, di
mana peran dan tanggung jawab antara pihak pemerintah dan swasta didefinisikan
secara jelas. Seperti yang ditunjukkan dalam pengembangan Desa Wisata Senaru,
model kerja sama dapat bervariasi mulai dari Build, Operate, and Transfer (BOT)
hingga Build, Own, and Operating (BOO), disesuaikan dengan karakteristik dan
kebutuhan proyek (Septiadi et al., 2024).

Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi Public Private
Partnership (PPP) yang komprehensif untuk mendorong kolaborasi efektif antara
pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional
(Kementerian Keuangan RI, 2020). Perjalanan regulasi PPP dimulai dengan
disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 dan diperkuat dengan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2015, yang menciptakan landasan hukum yang kuat untuk
kerja sama infrastruktur (Badan Koordinasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta,
2015).

Pemerintah Indonesia membentuk ekosistem kelembagaan yang mendukung
implementasi PPP melalui pembentukan Badan Koordinasi Kerja Sama Pemerintah
dan Swasta (BKPPS), dengan Kementerian Keuangan berperan sebagai koordinator
utama (World Bank, 2019). Lembaga ini bertanggung jawab mengatur, mengarahkan,
dan memfasilitasi proses kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.

Dalam praktiknya, PPP di Indonesia dibangun atas prinsip-prinsip
fundamental: transparansi, akuntabilitas, kesetaraan risiko, dan pembagian
keuntungan yang proporsional (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kementerian Keuangan, 2021). Pemerintah menyediakan berbagai
mekanisme dukungan, termasuk pemberian dana talangan, jaminan kredit, subsidi,
dan kontribusi lahan untuk menarik minat investor swasta (ADB, Studi Kebijakan PPP
Indonesia, 2018).

Pembangunan berkelanjutan sering dikritik karena asal-usulnya yang
berpusat pada Barat, yang dapat melanggengkan ketidaksetaraan dan kekerasan
terhadap masyarakat nonbarat. Bagasi historis ini mempersulit realisasi tujuannya,
menunjukkan perlunya pergeseran menuju konsep yang lebih inklusif seperti
“Kehidupan Berkelanjutan” yang lebih baik menangani konteks budaya yang beragam
(Damiano, 2024).

Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat dinamis dan tunduk pada
interpretasi yang bervariasi, yang dapat mengarah pada strategi implementasi yang
berbeda di seluruh masyarakat. Variabilitas ini memerlukan pendekatan strategis
yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan filosofis (Rudevskaya et al., 2023).
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Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai solusi yang layak untuk
mengurangi kemiskinan dengan mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi. Strategi
meliputi penciptaan lapangan Kkerja, investasi di bidang pertanian, pengembangan
infrastruktur, dan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Upaya ini bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan Masyarakat (Bucur, 2023).

SDGs menekankan pentingnya tidak meninggalkan siapa pun,
mengintegrasikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi sosial dan
solidaritas memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini dengan bekerja
dengan masyarakat rentan untuk melokalisasi upaya SDG ("The Sustainable
Development Goals", 2023).

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia menghadapi
tantangan pendanaan yang signifikan, dengan kebutuhan mencapai Rp6.445 triliun
yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Dalam konteks ini, Kemitraan Publik-Swasta (PPP) telah muncul
sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan pendanaan tersebut
(Hazmi, 2024).

Kerangka regulasi yang mendukung implementasi PPP, seperti Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2015, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk
kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta (Zitri et al,, 2024). Pendekatan ini
tidak hanya memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, tetapi juga memanfaatkan
efisiensi dan inovasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan.

Implementasi PPP telah menunjukkan hasil positif di berbagai sektor, seperti
yang terlihat pada proyek Sirkuit Mandalika yang mendemonstrasikan koordinasi
efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta (Zitri et al., 2024). Bahkan,
model ini telah diadopsi oleh Badan Penelitian dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk
pengembangan infrastruktur penelitian (Wicaksono & Karniawati, 2023).

Namun, pelaksanaan PPP masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk
kurangnya peluang investasi yang menarik di sektor-sektor tertentu dan risiko
korupsi dalam proses kontrak (Hazmi, 2024). Aspek lingkungan dan sosial juga
menjadi perhatian utama, mendorong pengembangan kerangka tata kelola sosial
lingkungan (ESG) untuk mitigasi risiko (Wardhana, 2024).

Perkembangan terkini menunjukkan adanya inovasi dalam pendekatan PPP,
seperti model Kemitraan Publik-Private-Masyarakat (PPCP) di Sumatera Utara yang
bertujuan mencapai target nol emisi karbon (Emia et al., 2024). Hal ini mencerminkan
evolusi PPP dalam mengakomodasi tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih
luas.

Keberhasilan implementasi PPP di Indonesia akan bergantung pada
penguatan regulasi, manajemen risiko yang efektif, dan pertimbangan aspek etis yang
cermat (Ariana, 2024; Karsayuda et al, 2023). Pengembangan kapasitas
berkelanjutan dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam
memaksimalkan potensi PPP untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
untuk menganalisis Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dalam Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dipilih karena
memungkinkan eksplorasi fenomena sosial yang kompleks. Data dikumpulkan
melalui studi dokumen dengan tujuan untuk menganalisis jurnal-jurnal serta
laporan-laporan hasil penelitian dan dokumen terkait. Dokumen ini memberikan
landasan untuk memberikan pemahaman dan konteks Pembangunan yang
diperlukan untuk memahami Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dalam Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Teknik
ini dipilih karena memungkinkan identifikasi pola-pola kunci yang muncul dari data
kualitatif, seperti kemitraan pemerintah dengan swasta, Pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan (Braun & Clarke, 2006). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat
mengorganisir data ke dalam tema-tema utama dan memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dalam Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas implementasi PPP dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Implementasi Kemitraan Publik-Swasta (PPP) di Indonesia menunjukkan
efektivitas yang signifikan dalam mendorong pembangunan infrastruktur, didukung
oleh beberapa aspek kunci. Kerangka regulasi yang komprehensif, terutama melalui
Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015, telah menciptakan fondasi yang kuat untuk
koordinasi kelembagaan antara pemerintah dan sektor swasta (Zitri et al., 2024). Hal
ini terbukti melalui keberhasilan proyek seperti Sirkuit Mandalika, yang
mendemonstrasikan koordinasi efektif antarpemangku kepentingan.

Dari sisi mekanisme keuangan, penerapan Skema Pembayaran Ketersediaan
telah berhasil menarik investasi swasta dengan menyediakan model pembayaran
terstruktur. Implementasi skema ini pada proyek Kereta Api Makassar-Parepare
menunjukkan efektivitasnya dalam menjamin aliran pendapatan yang prediktabel
bagi mitra swasta (Syugiarto, 2024; Adam, 2023). Peran Dana Jaminan Infrastruktur
Indonesia (IIGF) juga signifikan dalam mitigasi risiko proyek PPP, terutama dalam
memfasilitasi akses ke pembiayaan hijau (Pambudi et al., 2023).

Dalam aspek eksekusi proyek, model kontrak seperti SBOT dan DBFOM telah
menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan model BOT tradisional,
terutama dalam hal pengurangan biaya dan waktu penyelesaian (Gultom, 2023).
Keberhasilan ini juga terlihat dalam pengembangan infrastruktur penelitian, seperti
yang dilakukan BRIN melalui PPP (Wicaksono & Karniawati, 2023; Kadang, 2022).

Meskipun demikian, implementasi PPP masih menghadapi tantangan
signifikan, terutama terkait kekhawatiran publik tentang privatisasi dan dilema etika
(Ariana, 2024). Evolusi menuju model Public, Private, People Partnership (PPPP)
dalam pengembangan kota pintar menunjukkan adaptasi positif, namun juga
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menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran publik dan keterbatasan sumber
daya (Sulistia & Nam, 2022).

Pengawasan dan regulasi yang kuat tetap menjadi faktor kritis dalam
memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proyek PPP
(Karsayuda et al., 2023). Keberhasilan implementasi PPP di Indonesia tidak hanya
bergantung pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga pada kemampuan mengelola
ekspektasi dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan secara efektif.

Tantangan utama dalam pelaksanaan PPP

Implementasi PPP di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat
dikategorikan dalam beberapa dimensi utama. Dalam aspek politik dan regulasi,
meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang kuat melalui Peraturan
Presiden No. 38 tahun 2015, kompleksitas peraturan dan kerangka kelembagaan
masih menjadi tantangan signifikan, mirip dengan yang dialami di negara
berkembang lainnya seperti Pakistan dan China (Akram et al., 2023; Xiaohong, 2023).

Dari sisi keuangan dan ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan serupa
dengan Vietnam dalam hal biaya transaksi yang tinggi (Nguyen et al, 2024).
Kelayakan finansial proyek menjadi pertimbangan Kritis, terutama dalam konteks
evaluasi keuangan yang realistis untuk memastikan keberlanjutan kemitraan. Hal ini
sejalan dengan pengalaman di China, di mana evaluasi finansial yang tepat menjadi
kunci keberhasilan PPP (Xiaohong, 2023).

Tantangan operasional dan etis menjadi perhatian khusus, terutama terkait
masalah korupsi dan transparansi. Seperti yang terjadi di Vietnam dan Nigeria,
kurangnya transparansi dapat memengaruhi kredibilitas proyek PPP (Nguyen et al.,
2024; Gognaje et al., 2023). Di Indonesia, dilema etika dalam implementasi PPP
mencakup dimensi ontologis dan aksiologis yang kompleks, memerlukan pendekatan
yang seimbang antara kepentingan publik dan swasta (Ariana, 2024).

Dalam hal kapasitas dan pengetahuan, Indonesia menghadapi tantangan
serupa dengan Tanzania dalam kebutuhan pengembangan kapasitas manusia dan
keterlibatan pemangku kepentingan (Chileshe & Kavishe, 2022). Kurangnya
pedoman dan prosedur yang jelas, seperti yang dialami Vietnam (Nguyen et al., 2024),
juga menjadi hambatan dalam implementasi PPP di Indonesia.

Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan strategis yang
komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, penguatan keterlibatan
pemangku kepentingan, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan. Pengalaman
dari negara-negara lain menunjukkan bahwa intervensi yang terencana dan
sistematis dapat membantu mengatasi hambatan dalam implementasi PPP secara
efektif.

Bagaimana strategi optimalisasi PPP untuk pembangunan berkelanjutan
Strategi optimalisasi PPP untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan

pendekatan komprehensif yang mencakup beberapa aspek kunci. Salah satu strategi

utama adalah integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka PPP,
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yang mencakup tata kelola yang baik, partisipasi pemangku kepentingan, dan
kepatuhan terhadap standar etika (Herath et al, 2024). Pendekatan ini sejalan
dengan praktik di India, di mana fokus diberikan pada partisipasi pemangku
kepentingan, penilaian dampak lingkungan, dan kebijakan alokasi risiko yang efektif
(Patil & Laishram, 2016; Patil et al., 2021).

Pengukuran tata kelola dan kinerja menjadi komponen penting dalam
optimalisasi PPP. Faktor tata kelola kontraktual terbukti lebih berpengaruh
dibandingkan faktor nonkontraktual dalam mencapai hasil berkelanjutan (Darko et
al, 2023). Implementasi Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk mengukur kinerja
siklus hidup proyek, seperti yang diterapkan di sektor pelabuhan, menjadi instrumen
penting dalam memastikan keberlanjutan proyek (Mathew et al,, 2023).

Penggunaan model dinamika sistem dan diagram loop kausal merupakan
strategi inovatif untuk mengatasi masalah keberlanjutan dalam PPP (Patil et al,,
2021). Teori Nilai Publik juga direkomendasikan sebagai kerangka kerja untuk
mengelola ekspektasi kinerja yang kompleks, dengan penekanan pada pengukuran
kinerja yang mempengaruhi strategi bisnis menuju keberlanjutan (Esposito &
Dicorato, 2020).

Distribusi kontribusi investasi antara sektor publik dan swasta memainkan
peran krusial dalam kinerja keberlanjutan proyek PPP (Shen et al, 2016).
Pengalaman di Rusia menunjukkan pentingnya integrasi PPP ke dalam strategi
pembangunan sosial-ekonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan (Vinogradova, 2022).

Studi kasus dalam sistem transportasi umum membuktikan efektivitas
strategi optimalisasi dalam meningkatkan efisiensi sistem dan kualitas lingkungan
(Huang, 2024). Namun, pengalaman di Swedia menunjukkan bahwa akses ke
pengetahuan menjadi motivator utama, sementara tantangan tata kelola tetap
menjadi hambatan signifikan (Rotter & Ozbek, 2010).

Keberhasilan strategi optimalisasi PPP bergantung pada kemampuan
mengatasi tantangan tata kelola, memastikan keterlibatan aktif pemangku
kepentingan, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap
proyek. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran PPP dalam pembangunan
berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi Kemitraan Publik-Swasta (PPP) di Indonesia menunjukkan
efektivitas signifikan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan
dukungan regulasi yang komprehensif, skema keuangan inovatif, serta model kontrak
yang efisien. Keberhasilan ini tercermin dalam proyek-proyek strategis seperti
Sirkuit Mandalika dan Kereta Api Makassar-Parepare. Namun, sejumlah tantangan
tetap perlu diatasi, termasuk kompleksitas regulasi, kekhawatiran privatisasi, biaya
transaksi tinggi, korupsi, serta keterbatasan kapasitas manusia dan sumber daya.

Untuk mengoptimalkan peran PPP dalam pembangunan berkelanjutan,
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strategi yang direkomendasikan mencakup:

1.

Integrasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh tahapan proyek, dengan fokus
pada tata kelola yang baik, partisipasi pemangku kepentingan, dan kepatuhan
etika.
Pengukuran kinerja berbasis KPI untuk memastikan keberlanjutan siklus hidup
proyek.
Pendekatan inovatif seperti model dinamika sistem untuk mengelola tantangan
keberlanjutan.
Distribusi investasi yang seimbang antara sektor publik dan swasta untuk
mendorong kinerja keberlanjutan.
Penguatan kapasitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek untuk
meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan PPP

bergantung pada pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Dengan mengatasi tantangan tata kelola dan memanfaatkan peluang
sinergi antara sektor publik dan swasta, PPP dapat berperan lebih optimal dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
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